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ABSTRAK

Hendra (2011/1101769): Realisasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota
Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa realisasi pajak hiburan
sebagai salah satu pajak daerah di kota Pariaman tidak dengan sesuai target.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan
pemungutan pajak hiburan di kota Pariaman, hambatan-hambatan dalam
pemungutan yang mengakibatkan tidak tercapainya target pajak hiburan, dan
upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan informan
penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Adapun jenis datanya
adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan studi pustaka. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini
adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Realisasi pemungutan pajak hiburan di kota Pariaman meliputi proses
pendataan, penetapan, dan pelaksanaan. Proses pendataan dilakukan untuk
mengetahui berapa jumlah objek pajak hiburan yang ada, proses penetapan
dilakukan untuk mengetahui berapa besar jumlah potensi yang ada dilapangan,
proses pelaksanaan merupakan upaya untuk melaksanakan pemungutan pada
wajib pajak. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di kota
Pariaman yaitu belum ada mekanisme pemungutan yang jelas, kurang tegasnya
pemerintah, sosialisasi perda yang tidak tepat sasaran, kurangnya kesadaran
masyarakat membayar pajak dengan mengemukakan berbagai alasan, dan
ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar pajak. Upaya yang dilakukan dalam
mengatasi hambatan-hambatan adalah meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan pajak hiburan dan mensosialisasikan Perda No. 5 Tahun 2010 tentang
pajak hiburan di Kota Pariaman.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001
menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sendiri sumber-sumber
penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pemerintahan dan
pembangunan daerah. Melalui otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk bisa
menggali potensi-potensi yang ada di daerah agar sumber-sumber penerimaan

daerah meningkat.

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 285 ayat 1, sumber-sumber penerimaan daerah dapat dibagi dalam 3

golongan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak , hasil
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah;

2. Pendapatan transfer;

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah. Menurut UU No.
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa



berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jika dilihat dari segi pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua macam,
yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah iuran wajib yang
dibayarkan oleh orang atau badan kepada pemerintah pusat yang dipungut
langsung oleh pusat. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini dibedakan lagi menjadi dua jenis,

yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sebagai salah satu sumber pemasukan, pajak diatur didalam UU dan juga
Perda suatu daerah. Pariaman sebagai kota yang sedang membangun juga
mengandalkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah
(PAD). Ada sepuluh jenis pajak yang berlaku di kota Pariaman, yaitu pajak hotel,
pajak restoran, pajak reklame, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian c,
pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB, pajak sarang burung walet,

pajak bumi dan bangunan, dan pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah salah satu pajak yang menjadi andalan bagi
pemasukan kota Pariaman. Sebagai salah satu pemasukan kota Pariaman, pajak

hiburan di atur dalam peraturan daerah kota Pariaman, yaitu dalam Perda No. 5



Tahun 2010, dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

(DPPKA). Dalam perda ini diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

pajak hiburan di kota Pariaman, mulai dari tata cara penetapan pajak hiburan, tata

cara pembayaran dan penagihan, hingga ketentuan pidana. Dengan adanya Perda

ini, maka pelaksanaan pajak hiburan di kota Pariaman sudah mempunyai kekuatan

hukum sehingga bisa diterapkan dengan baik dan bisa dipaksakan pelaksanaannya

berdasarkan Perda tersebut.

Namun pelaksanaan pajak hiburan ini di kota Pariaman tidak sesuai

dengan yang diharapkan. Pelaksanaannya masih jauh dari sasaran yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data tiga tahun terakhir

dibawah ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Pariaman Dalam Tiga Tahun
Terakhir
Presentase
No. | Tahun Target Realisasi pencapaian Keterangan
target
1 2011 Rp. 5.000.000 Rp. 7.362.500 100 % Mencapai target
2 | 2012 | Rp.10.000.000 | Rp.9.000.000 90 % Tidak sesuai
target
3 | 2013 | Rp.10.000.000 | Rp.3.550.000 | 355 % T'd?af;’eetsua'

Sumber : DPPKA Kota Pariaman tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas terlihat bagaimana realisasi pajak hiburan di kota

Pariaman dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2011 pajak hiburan ditargetkan

realisasinya Rp. 5.000.000 dan jumlah yang berhasil dicapai adalah Rp.




7.362.500. Namun keberhasilan tersebut tidak diikuti tahun berikutnya. Tahun
2012, pajak hiburan ditargetkan dapat mencapai angka Rp. 10.000.000, namun
realisasi yang berhasil diwujudkan cuma Rp. 9.000.000 atau hanya sekitar 90 %
dari target pencapaian. Hasil yang lebih parah diperoleh tahun lalu, ditargetkan
dapat mencapai angka Rp. 10.000.000, realisasi yang berhasil diwujudkan justru
sangat jauh dari harapan yakni Rp. 3.550.000 atau hanya 35,5 % dari target

pencapaian.

Khusus pajak hiburan tahun 2013, hasil perolehan yang telah disebutkan
diatas jelas sangat mengejutkan. Sebab disaat bersamaan pajak-pajak jenis lain di
kota Pariaman justru menunjukkan perkembangan yang bagus. Realisasi
penerimaan pajak-pajak jenis lain di kota Pariaman selalu mencapai dan bahkan
melebihi target yang telah ditetapkan. Sebagai perbandingan, pajak parkir yang
pada tahun 2013 juga ditargetkan memperoleh Rp. 10.000.000 realisasinya
ternyata melebihi target dengan memperoleh pemasukan sekitar Rp. 12.178.000

(sumber data: DPPKA Kota Pariaman tahun 2013).

Jika dilihat secara keseluruhan, pajak hiburan merupakan pajak dengan
pemasukan paling rendah di Kota Pariaman. Hal ini dapat dilihat dalam tabel

berikut.



Tabel 2
Target dan Realisasi Pemasukan Kota Pariaman Dari Sektor Pajak
2013

No. Pajak Daerah Target Realisasi
1 | Pajak Penerangan Jalan Rp. 1.650.000.000 | Rp. 1.924.213.238
2 | Pajak Restoran Rp. 650.000.000 Rp. 785.514.339
3 | Pajak BPHTB Rp. 500.000.000 Rp. 501.389.550

Pajak Pengambilan dan

4 Pengolahan Bahan Galian C Rp. 250.000.000 Rp. 414.761.125
5 | Pajak Reklame Rp. 140.000.000 Rp. 164.505.525
6 | Pajak Hotel Rp. 45.000.000 Rp. 46.556.500
7 | Pajak Parkir Rp. 10.000.000 Rp. 12.178.000
8 | Pajak hiburan Rp. 10.000.000 Rp. 3.550.000

Sumber : DPPKA Kota Pariaman tahun 2013

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pajak hiburan merupakan pajak

dengan pemasukan paling rendah di Kota Pariaman. Hal ini tentu sangat

disayangkan karena jika kita lihat pajak-pajak daerah yang ada di Kota Pariaman,

realisasi pajak hiburan tertinggal jauh dari pajak-pajak jenis lainnya. Berdasarkan

wawancara awal dengan Albert Tanjung, salah satu staff DPPKA (wawancara

dilakukan pada 5 Mei 2014), mengatakan bahwa objek pajak hiburan di Pariaman

memang sedikit. Namun pajak hiburan seharusnya bisa mencapai target karena

banyak diantara objek pajak hiburan yang beroperasi setiap hari atau setiap pekan.

Objek pajak tersebut diantaranya adalah seperti yang terlihat pada data berikut:




Tabel 3

Jumlah Objek Pajak Hiburan di kota Pariaman yang Beroperasi
Setiap Hari/Pekan tahun 2013

No. Objek Pajak Hiburan Jumlah
. 9

1 Tempat bilyar

2 Tempat kebugaran (fitness Center) 1

3 Kereta mini wisata 2

4 Tempat karaoke 1

5 Komedi putar 4

Sumber: DPPKA Kota Pariaman tahun 2013

Menurut Albert Tanjung, kendala utama dalam pemungutan pajak hiburan
adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Mereka banyak
yang tidak mau membayar pajak. Para wajib pajak selalu beralasan bahwa
pengunjung yang menikmati jasa hiburan sedikit sehingga mereka kesulitan untuk
membayar pajak. Ketidakmauan mereka membayar pajak terlihat ketika mereka
tidak mau mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketidakmauan
mereka mengisi SPTPD ini membuat pemerintah kesulitan dalam memungut

pajak hiburan.

Sementara itu berdasarkan wawancara awal dengan salah satu wajib pajak
hiburan, Andi, pemilik cafe dan resto Apulatte yang juga menyediakan tempat
karaoke, pengunjung yang datang kadang-kadang sedikit sehingga membuat dia
tidak mampu membayar pajak (wawancara 25 oktober 2014). Hal senada juga
dikatakan oleh Uniang, penyelenggara jasa komedi putar. Uniang mengaku

terkadang penghasilan yang diperoleh hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan



sehari-hari sehingga dia tidak mampu membayar pajak (wawancara 25 oktober

2014).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bagaimana kendala yang dihadapi
oleh pemerintah dalam pemungutan pajak hiburan. Sebagai salah satu pajak
daerah, pajak hiburan hendaknya bisa memberikan pemasukan yang maksimal
bagi daerah untuk dijadikan kas daerah. Hal ini mengingat bahwa pajak hiburan
sebagai pajak daerah penting untuk menunjang PAD suatu daerah, termasuk Kota
Pariaman. Apalagi pajak hiburan sudah mempunyai kekuatan hukum karena
diatur dalam UU dan juga Perda. Namun pada kenyataannya, pajak ini belum

maksimal dalam pemungutannya di Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dan

menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Realisasi Pemungutan Pajak

Hiburan Di Kota Pariaman.

. ldentifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Pemasukan daerah kota Pariaman dari sektor pajak hiburan dalam dua
tahun terakhir mengalami penurunan.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hiburan.



3. Wajib pajak yang tidak membayar pajak beralasan pengunjung yang
memanfaatkan jasa hiburan yang mereka sediakan sedikit sehingga mereka
tidak mampu membayar pajak.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka penulis
membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu proses pemungutan pajak

hiburan di Kota Pariaman.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kota Pariaman?

2. Apa hambatan-hambatan dalam pemungutan sehingga tidak tercapainya
target pajak hiburan di Kota Pariaman?

3. Apakah upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan
sehingga tercapainya target pajak hiburan di Kota Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pajak hiburan di kota
Pariaman.

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pemungutan sehingga

tidak tercapainya target pajak hiburan di Kota Pariaman.



3. Untuk mendeskripsikan upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi
hambatan-hambatan sehingga tercapainya target pajak hiburan di Kota
Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan,
khususnya pajak hiburan. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai
perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang terjadi

sebenarnya dilapangan.

2. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi
terkait dalam pengelolaan pajak hiburan agar pajak hiburan ini bisa dilaksanakan

dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan timbulnya kesadaran dan keinginan
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pajak hiburan ini agar bisa terlaksana

dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil temuan dan pembahasan, maka penulis mencoba membuat

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan, ada beberapa
langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Pariaman, yaitu: a).
pendataaan, untuk mengecek berapa jumlah objek pajak hiburan di
kota Pariaman, b). penetapan, untuk menentukan berapa potensi yang
ada dilapangan yang digunakan untuk menentukan target penerimaan,
c). pelaksanaan, untuk melaksanakan pemungutan pajak pada wajib
pajak yang telah ditentukan.

2. Ada beberapa hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sehingga
tidak tercapainya pajak hiburan di kota Pariaman, yaitu belum ada
mekanisme pemungutan yang jelas, kurang tegasnya pemerintah dalam
memungut pajak, sosialisasi perda yang tidak tepat sasaran, kurangnya
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan mengemukakan
berbagai alasan, dan ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar
pajak.

3. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Pariaman dalam
mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak hiburan

diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
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pemungutan pajak hiburan, walaupun belum maksimal. Pemerintah
kota Pariaman belum pernah menerapkan sanksi tegas pada wajib
pajak yang tidak membayar pajak atau membayar tidak sesuai dengan
jumlah yang ditetapkan. Namun upaya yang dilakukan oleh
pemerintah kota Pariaman adalah dengan merencanakan akan
mengundang wajib pajak mengikuti sosialisasi Perda No. 5 tahun 2010
tentang pajak hiburan di kota Pariaman.
B. Saran

1. Hendaknya pemerintah bisa bersikap tegas pada wajib pajak yang
tidak membayar pajak atau membayar pajak kurang dari jumlah yang
ditetapkan agar pemasukan daerah dari pajak hiburan bisa mencapai
hasil maksimal.

2. Pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi Perda No. 5 tahun 2010
tentang pajak hiburan agar masyarakat mengetahui kewajiban
perpajakan mereka sehingga mereka sadar dan mau membayar
kewajiban mereka.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya ditingkatkan
agar pelaksanaan pajak hiburan bisa dilakukan secara maksimal dan
meraih hasil yang optimal.

4. Hendaknya masyarakat menyadari kewajiban perpajakan mereka
karena pajak yang mereka bayarkan juga untuk kepentingan

pembangunan kota Pariaman.
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